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KATA PENGANTAR 

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III merupakan bentuk akuntabilitas 

kinerja Inspektorat Wilayah III sebagai salah satu penyelenggara negara. Laporan ini 

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan 

program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta 

mencapai sasaran kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan. Tujuan Laporan Kinerja 

ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Wilayah III 

selama tahun 2022.  

 Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah 

ditetapkan pada awal tahun 2022, perkembangan capaian kinerja Inspektorat 

Wilayah III terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target 

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024. Laporan ini 

diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam 

memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja 

Inspektorat Wilayah III di masa yang akan datang, serta memberikan umpan balik 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja 

Inspektorat Wilayah III. 

Kepada semua pihak yang telah berperan serta 

dalam penyusunan laporan dan pencapaian kinerja ini, 

kami mengucapkan terima kasih serta mengharapkan 

saran yang konstruktif terhadap laporan ini untuk 

perbaikan dimasa yang akan datang. 

Jakarta, 31 Januari 2023 
Inspektur Wilayah III 

JAMASON SINAGA 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah III telah 

menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana 

Strategis. Inspektorat Wilayah III sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk 

menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara 

berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan 

data yang terpercaya dan berkualitas. 

Peran yang signifikan ini tergambar dalam visi Inspektorat Wilayah III tahun 

2020-2024, yaitu, “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik 

Berkualitas” dengan misi yaitu ; 

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan

efektivitas tugas dan fungsi organisasi;

2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Wilayah III mempunyai

tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian 

dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka 

ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas pengendalian dan 

akuntabilitas kinerja aparatur BPS dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan 

akuntabel. Dari kedua sasaran strategis terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama 

(IKU) yang digunakan dalam penghitungan capaian kinerja. 

Pelaksanaan visi dan misi tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan 

dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada 

kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu 

anggaran sebesar Rp983.558.000,00 dengan realisasi Rp970.686.022,00 atau 

sebesar 98,69 persen.  

Dari 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III 

Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja terealisasi sesuai dan melebihi target 

kinerja. Sementara untuk 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai target kinerja 

adalah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki 
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penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi 

DIPA” dan “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III 

atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. 

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target  
(%) 

Realisasi  
(%) 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian dan 
akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

Persentase satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III yang memiliki 
penyimpangan kerugian negara 
dengan batas maksimal tiga persen 
dari realisasi DIPA 

96,30 92,59 96,15 

Tingkat penyelesaian tindak lanjut 
tanggung jawab Inspektorat Wilayah 
III atas hasil pemeriksaan BPK RI 

80,11 80,52 100,51 

Tingkat penyelesaian tindak lanjut 
satuan/unit kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit pengelolaan 
keuangan Inspektorat Wilayah III 

94,88 90,99 95,90 

Persentase satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III yang mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi SAKIP 
berkategori baik (minimal B) 

77,60 85,25 109,85 

Mewujudkan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Persentase capaian nilai Reformasi 
Birokrasi pada pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung jawab 
Inspektorat Wilayah III 

83,15 85,70 103,07 

Rata - rata capaian indikator kinerja sasaran inspektorat wilayah III tahun 2022 

sebesar 101,10 persen. Persentase rata - rata capaian kinerja pada tahun 

2022 tersebut lebih rendah dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2021 

sebesar 107,29 persen. 
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1.1. Latar Belakang 

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 

Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, 

tugas Inspektorat Wilayah III adalah melakukan pengawasan fungsional, 

kinerja, dan keuangan BPS pada Inspektorat wilayah III. Pengawasan 

fungsional adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah III memiliki tugas melakukan 

pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

2022 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024. 

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah III 

terus berupaya meningkatkan kompetensi para auditornya serta memperluas 

cakupan kegiatan pengawasannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 

2022 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor : 

B-001/08000/PW.110/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 terdiri dari audit 

kinerja kegiatan Sensus dan Survei, audit kinerja pengelolaan keuangan 

negara, koordinator audit investigasi, audit tata kelola TI, probity audit 

pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, 

koordinator probity audit kegiatan teknis Sensus Penduduk lanjutan (Long 

Form), pembinaan PIPK (Pengendalian Intern atas  Pelaporan 

Keuangan), reviu LK Satker, Wilayah dan Instansi, reviu PBJ (perencanaan, 

pemilihan, pelaksanaan, serah terima), reviu revisi DIPA/POK satker daerah, 

reviu RKA KL, reviu RKBMN, koordinator reviu kerjasama sesuai dengan 

tanggung jawab unit kerja dibawahnya, koordinator pembinaan dan 

evaluasi maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) unit 

kerja/satker, pembinaan dan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan) dan LAKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja, 

koordinator pemantauan kerjasama sesuai dengan tanggung jawab unit 

kerja dibawahnya, koordinator asistensi dan pemantauan penyelesaian 

TL LHP BPK, asistensi/pendampingan kegiatan Sensus Pertanian, 

koordinator peningkatan kapabilitas APIP, koordinator. 
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telaah sejawat intern, pilar penataan tatalaksana, pilar penguatan 

pengawasan, pilar peningkatan kualitas pelayanan publik, koordinator 

RB Instansi (penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle-blowing 

system, pembangunan Zona Integritas, Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah), koordinator pembangunan ZI/pembinaan WBK/WBBM, 

pembinaan dan pemantauan SPI (Sistem Pengendalian Intern) online, 

koordinator pembinaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara)/LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) dan 

verifikasi LHKASN, koordinator Survei Penilaian Integritas, Liaison Officer 

BPK terkait kinerja, Liaison Officer (LO) BPK terkait Laporan Keuangan, 

koordinator LO BPK terkait PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) 

dan Tindak Lanjut, LO BPK terkait kinerja, Liaison Office BPK terkait 

Laporan Keuangan, koordinator LO BPK terkait PDTT dan Tindak Lanjut, LO 

BPK terkait kerugian negara, koordinator LO BPKP (maturitas SPIP, 

kapabilitas APIP), LO BPKP (reviu PBJ), LO KemenPAN-RB untuk 

kegiatan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi), 

koordinator LO KemenPAN-RB untuk kegiatan ZI, LO KemenPAN-RB 

untuk kegiatan SAKIP, koordinator Manajemen Risiko Unit dan 

Kegiatan,  koordinator Manajemen Risiko Inspektorat Utama, 

koordinator pengelolaan kegiatan Konsultasi/Halo Inspektorat, 

pemberian penghargaan sesuai kegiatan yang ada dibawahnya 

(koordinator Bagian Umum Inspektorat Utama). 

Pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah III menetapkan target kinerja 

dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III tahun 2022. Realisasi dari 

target yang telah ditetapkan dilakukan monitoring setiap triwulanan dalam 

bentuk form rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja 

(tahunan). 

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 

18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun 

dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. 

Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan 

dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan 

dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja 

yang dicapai. 

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah III kepada Inspektur Utama 

dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan 

anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. 

Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja 

tujuan dan sasaran selama tahun 2022. 

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS 

Kedudukan Inspektorat Wilayah III dalam struktur organisasi Badan 

Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 

tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat 

Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur 

Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah 

dengan jabatan eselon II. 

Tugas Inspektorat Wilayah III seperti tercantum pada BAB X Bagian 

Kelima Pasal 107 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 

Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 

adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di 

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, 

Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di 

Pusat. 



2022 

5 

Laporan Kinerja  
Inspektorat Wilayah III  

Kalimantan Utara yang merupakan bagian dari Kalimantan Timur 

masuk ke dalam wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah III, namun belum 

dituangkan dalam Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020. 

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 108 

Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja dan
keuangan BPS di Wilayah III;

2. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan
fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum

dalam pasal 109 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 

Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, 

terdiri atas Pejabat Tinggi Pratama Inspektur Wilayah III dan kelompok jabatan 

fungsional. 

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III 
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1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Inspektorat 

Wilayah III 

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III adalah Sumber 

Daya Manusia (SDM). Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pegawai di 

Inspektorat Wilayah III adalah sebanyak 33 orang. 

a. Komposisi Jumlah Pegawai

Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 bertambah 2 orang atau

terjadi peningkatan sebesar 6,45 persen dibanding tahun 2021. Perubahan 

pegawai di Inspektorat Wilayah III yang terjadi adalah 2 (dua) orang mutasi 

masuk. Perkembagan jumlah pegawai dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2022 
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b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai

kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 dengan tingkat 

pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang, Diploma IV / Strata I sebanyak 16 

orang, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Strata II sebanyak 15 

orang. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022 

c. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 pasal 2 ayat 2

menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari: 

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
2. Jabatan Administrasi (JA); dan
3. Jabatan Fungsional (JF);
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Pada akhir tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Wilayah III terdiri dar 1 

orang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, 18 orang yang menduduki 

Jabatan Administrasi sebagai Jabatan Pelaksana; dan 14 orang yang 

menduduki Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Auditor. Komposisi 

pegawai Inspektorat Wilayah III menurut jenjang jabatan fungsional auditor 

dirinci pada tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2021-2022 

JENIS JABATAN 

JUMLAH PEGAWAI 

2021 2022 

1. Inspektur Wilayah III 1 1

2. Auditor Ahli

- Auditor Utama

- Auditor Madya

- Auditor Muda

- Auditor Pertama

14 

0 

3 

8 

3 

14 

0 

3 

10 

1 

3. Jabatan Pelaksana 16 18 

8 
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Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2022 

d. Dukungan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III dibiayai melalui APBN 

yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik T.A 2022 Program 

Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan 

Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu anggaran sebesar 

Rp983.558.000,00. 

9 
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1.5. Potensi dan Permasalahan 

Inspektorat Wilayah III memiliki beberapa potensi yang dapat 

diidentifikasi. Adapun potensi-potensi  yang dimiliki Inspektorat Wilayah III 

antara lain: 

1. Kedudukan unit kerja Inspektorat Wilayah III secara kelembagaan berada

langsung dibawah Inspektorat Utama BPS;

2. Inspektorat Wilayah III telah memiliki Audit Charter, Standar Audit, dan

Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;

3. Inspektorat Wilayah III telah memiliki, mengembangkan maupun

meggunakan berbagai layanan penunjang berbasis Teknologi Informasi

(TI) seperti layanan Pengaduan dan Whistleblowing System (WBS)

secara online, menggunakan aplikasi SPI Online (e-audit), penggunaan

aplikasi Monita (monitoring surat tugas) dan mengembangkan aplikasi

Manajemen Risiko kegiatan statistik MR Regsosek serta menggunakan

berbagai platform palikasi berbasis TI yang dikembangkan BPS dalam

menunjang pekerjaan;

4. Inspektorat Wilayah III didukung oleh 14 Auditor dan 18 Jabatan

Pelaksana. Jumlah Auditor Madya sebanyak 3 orang, Auditor Muda

sebanyak 10 orang, Auditor Pertama 1 orang, staf 1 orang, serta

penugasan auditor sebanyak 17 orang dengan beragam kompetensi

yang mendukung pekerjaan;

5. Inspektorat Wilayah III dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di

BPS, khususnya pada Pilar “Penguatan Pengawasan” (penerapan SPIP,

pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System, pendampingan dan

pengawasan bidang Manajemen Risiko instansi maupun beberapa

kegiatan statistik dan pembangunan Zona Integritas;

6. Kegiatan Inspektorat Wilayah III didukung dengan anggaran dari Program

Dukungan Manajemen (Dukman) BPS;

7. Adanya hubungan yang baik antara sesama auditor maupun antara

auditor dengan Inspektur, baik secara formal maupun non-formal.



2022 

11 

Laporan Kinerja  
Inspektorat Wilayah III  

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Wilayah III dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal 

berikut: 

1. Terdapat kebijakan eksternal yakni kebijakan Pemerintah untuk

penghematan anggaran Kementerian/ Lembaga dan kebijakan Pimpinan

BPS yang berdampak pada pengurangan anggaran Inspektorat Wilayah

III sehingga mempengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta

pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target kinerja;

2. Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme

fungsi pengawasan yang ideal;

3. Pelaksanaan beberapa pengawasan belum terencana secara baik, yang

timbul akibat adanya kegiatan BPS yang ad-hoc dan perlu pengawalan

oleh APIP;

4. Belum optimalnya sosialisasi, koordinasi dengan unit kerja/satuan kerja

dan pelaksanaan monitoring oleh Inspektorat terkait penyelesaian tindak

lanjut satker/unit kerja atas hasil temuan Inspektorat Wilayah III dan BPK

RI, yang berdampak pada pencapaian kinerja yang masih di bawah

target;

5. Hasil pengawasan belum digunakan secara optimal sebagai bahan

pengambilan keputusan;

6. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultansi belum terintegrasi;

7. Jumlah auditor masih terbatas, yakni sebanyak 14 auditor berbanding

180 satuan/unit kerja BPS sebagai objek pemeriksaan (auditan).
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1.6. Sistematika Penyajian Laporan 

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang 

Maha Esa, Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 disajikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I.  Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan 

tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan 

organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah III, 

potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III; serta 

sistematika penyajian laporan. 

Bab II.  Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran Strategis, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah 

III Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah 

III Tahun 2022. 

Bab III.  Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat 

Wilayah III Tahun 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat 

Wilayah III, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap Target 

Renstra 2020-2024, Kegiatan Tahun 2022, Prestasi Tahun 2022, dan 

Realisasi Anggaran tahun 2022. 

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap rencana kinerja 

satker dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.. 

12 
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2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 

2020-2024 

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik 

Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan 

kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan 

dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko 

penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah “Mitra Kerja Terpercaya 
dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas." Pernyataan visi tersebut 

mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah III menempatkan diri sebagai mitra 

kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa 

seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan 

efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah III berfokus 

pada penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja 

lingkup wilayah III, pemberian peringatan dini (Early Warning System) dan layanan 

konsultansi secara terintegrasi. 

Untuk mencapai visi yang sudah ditentukan, maka harus ditetapkan misi yang 

dilaksanakan. Rumusan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan
efektivitas  tugas dan fungsi organisasi

“Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan pengawasan intern

atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih

terprogram dan berbasis pada risiko (Risk Based Audit). Penjaminan kualitas

yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III merupakan suatu rangkaian

kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa

pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggara statistik telah

memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip

Ekonomis, Efisien, dan Efektif (3E).”
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2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
“Inspektorat Wilayah III berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-

undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan internal, meliputi audit,

reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah III

memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan

akuntabel.”

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP
“Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus

meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan

pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, studi

banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS) / sharing knowledge. Selain

itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan

nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan

kewajibannya.”

Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024
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Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 

2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Rumusan tujuan Inspektorat 

Wilayah III adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja 

BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh 

Inspektorat Wilayah III yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

hasil (outcome) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah III. Dalam 

rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat 

Wilayah III telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang 

diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Wilayah III yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS 

T1. Meningkatnya pengendalian 
dan akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

SS1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan 
akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

SS1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan 
akuntabel 

Sasaran strategis Inspektorat Wilayah III memiliki indikator yang terukur agar 

dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. 

SS1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS. 

Dengan indikator sasaran: 

1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki 

penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari 

realisasi DIPA. 

1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III 

atas hasil pemeriksaan BPK RI. 

1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III 

atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III. 
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1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai 

evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) 

SS1.1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. 

Dengan indikator sasaran: 

1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan 

Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III. 

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah 

III dapat dilihat pada gambar di bawah ini, 

Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III 

“Tantangan yang terus terjadi 
dalam mencapai visi dan misi  

menuntut Inspektorat Wilayah III 
untuk adaptif berkembang” 
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2.2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 

Pada tahun 2022 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 
2022 dilakukan reviu berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPS Tahun 2020-2024. 

Tabel 4. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu) 

No Tujuan/Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja 

Target (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya 
pengendalian 
dan akuntabilitas 
kinerja aparatur 
BPS 

Tingkat penyelesaian tindak 
lanjut satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

95,00 95,00 94,88 95,24 96,22 

1.1.Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian 
dan 
akuntabilitas 
kinerja 
aparatur BPS 

1.1.1. Persentase Satuan/Unit 
Kerja BPS di Wilayah III yang 
memiliki penyimpangan kerugian 
negara dengan batas maksimal 
tiga persen dari realisasi DIPA 

95,00 95,00 96,30 96,67 97,06 

1.1.2. Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut tanggung jawab 
Inspektorat Wilayah III atas hasil 
pemeriksaan BPK RI 

75,00 80,00 80,11 80,18 80,30 

1.1.3. Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja 
BPS di wilayah III atas hasil audit 
pengelolaan keuangan Inspektorat 
Wilayah III 

95,00 95,00 94,88 95,24 96,22 

1.1.4. Persentase Satuan/Unit 
Kerja BPS di Wilayah III yang 
mendapatkan nilai evaluasi 
implementasi SAKIP berkategori 
baik (minimal B) 

75,00 80,00 77,60 79,78 81,97 

1.2  Mewujudkan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

1.2.1   Persentase capaian nilai 
Reformasi Birokrasi pada pilar 
Penguatan Pengawasan tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah III 

90,00 93,00 83,15 84,36 85,58 
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2.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 

Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh 

Inspektorat Wilayah III yang menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III. 

Target yang diumumkan dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang 

dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau 

realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 terhadap target. 

Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur 

Wilayah III selama tahun 2022. Terdapat indikator kinerja penting lainnya pada 

masing-masing sasaran strategis untuk lebih menggambarkan keseluruhan tugas 

dan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Rencana 

Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu). Komitmen untuk 

mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja 

Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 
(%) 

Meningkatnya efektivitas 
pengendalian dan 
akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

Persentase satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III yang memiliki penyimpangan 
kerugian negara dengan batas maksimal 
tiga persen dari realisasi DIPA  

Persen 96,30 

Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut 
tanggung jawab Inspektorat Wilayah III 
atas hasil pemeriksaan BPK RI 

Persen 80,11 

Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut 
satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas 
hasil audit pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 94,88 

Persentase satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III yang mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi SAKIP 
berkategori baik (minimal B) 

Persen 77,60 

Mewujudkan birokrasi 
yang bersih dan 
akuntabel 

Persentase capaian nilai Reformasi 
Birokrasi pada pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung jawab 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 83,15 
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Realisasi dari target Perjanjian Kinerja dilakukan monitoring setiap triwulanan 

yang dituangkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut 

pada akhir tahun digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan 

Kkinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi 

tanggung jawab Inspektur Wilayah III kepada Inspektur Utama atas 

penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah III pada program Dukungan 

Manajemen BPS. 

Gambar 7. Target Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III per Indikator Kinerja Sasaran 
(IKS) Tahun 2022 

20 
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3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 merupakan pencapaian 

dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian Kinerja 

dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 

Tahun 2022 (reviu terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III adalah 

sebagai berikut: 

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 adalah 

“Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, diukur dengan 

indikator “Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III 

atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. Audit pengelolaan 

keuangan negara merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam 

pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh tim auditor 

yang ditugaskan oleh Inspektur Wilayah III untuk Tahun Anggaran 2022 sebanyak 

25 satuan kerja/unit kerja (auditan). Hasil audit berupa temuan dirangkum oleh tim 

auditor dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang dikirimkan kembali kepada 

auditan untuk ditindaklanjuti. 

Dalam setiap audit yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III selalu 

memberikan rekomendasi atas temuan hasil audit yang harus ditindaklanjuti oleh 

auditan, baik yang berkaitan dengan Kepatuhan atas perundang-undangan, Sistem 

Pengendalian Internal dan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Selanjutnya proses 

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit tersebut dilakukan 

monitoring oleh Inspektorat Wilayah III dalam kegiatan pemutakhiran data tindak 

lanjut rekomendasi temuan hasil audit yang dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja 

setelah penugasan untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data/dokumen 

Tindak Lanjut yang telah diselesaikan oleh satker yang diaudit. 

 

 

 

“Capaian Kinerja dihitung berdasarkan 
perbandingan antara realisasi dengan target 
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (reviu terakhir)” 
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Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021-2022 

Tujuan 
Strategis 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Meningkatnya 
Pengendalian 
dan 
Akuntabilitas 
kinerja 
aparatur BPS 

Tingkat 
penyelesaian 
Tindak Lanjut 
satuan/unit 
kerja BPS di 
wilayah III atas 
hasil audit 
pengelolaan 
keuangan 
Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 95,00 89,18 93,87 94,88 90,99 95,90 

Berdasarkan Tabel 6, capaian kinerja tujuan strategis pada tahun 2022 

sebesar 95,90 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tujuan strategis 

pada tahun 2021 sebesar 93,87 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, 

Inspektur Wilayah III menugaskan kepada tim audit untuk selalu berkoordinasi 

kepada auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit pengelolaan 

keuangan Inspektorat Wilayah III.  

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022, ditetapkan target 

tujuan strategis dengan indikator tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja 

BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III 

sebesar 94,88 persen. Realisasi rekomendasi atas hasil audit pengelolaan keuangan 

yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti oleh auditan sebanyak 212 rekomendasi 

dari total rekomendasi sebanyak 233 rekomendasi atau sebesar 90,99 persen. 

Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator tujuan strategis mencapai 95,90 

persen. Walaupun persentase ini cukup tinggi, namun masih ada rekomendasi 

Inspektorat Wilayah III yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Kendala yang terjadi 

untuk merealisasikan target indikator tujuan ini, yaitu adanya kegiatan ad hoc 

Regsosek sehingga satker tidak ada waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan 

audit. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala 
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tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen Ttindak Llanjut. Strategi 

pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian 

kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dengan 

auditan untuk memahami jika terjadi kesulitan dalam melaksanakan tindak lanjut. 

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Untuk mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 “Meningkatnya 

Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” terdapat 2 (dua) sasaran 

strategis yaitu; 

1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. 

1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan 1 (satu) 

indikator kinerja sasaran. 

Pada tahun 2021 juga terdapat 2 (dua) sasaran strategis namun terdapat 

perbedaan jumlah indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. 

1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur 

BPS, dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. 

1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan 4 (empat) 

indikator kinerja sasaran. 

Perbedaan indikator kinerja sasaran tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan reviu 

terakhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 antara lain pada sasaran strategis 

pertama dengan indikator kinerja “Persentase satuan kerja BPS di wilayah III yang 

telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah”, 

dan sasaran strategis kedua  dengan indikator kinerja “Persentase satuan/unit kerja 

BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK”, 

“Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS 

sebagai satuan kerja WBBM”, dan “Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang 

telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya”. Keempat 

indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya pada 

periode 2021-2022. 
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Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 – 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.1 Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang memiliki 
penyimpangan kerugian 
negara dengan batas 
maksimal tiga persen dari 
realisasi DIPA  

Persen 95,83 100,00 104,35 96,30 92,59 96,15 

1.1.2 Tingkat penyelesaian 
tindak lanjut tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah 
III atas hasil pemeriksaan 
BPK RI 

Persen 80,00 80,31 100,39 80,11 80,52 100,51 

1.1.3 Tingkat penyelesaian 
tindak lanjut satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 95,00 89,18 93,87 94,88 90,99 95,90 

1.1.4 Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi 
SAKIP berkategori baik 
(minimal B) 

Persen 80,00 75,14 93,93 77,60 85,25 109,85 

1.1.5 Persentase satuan kerja 
BPS di wilayah III yang 
telah menyusun Laporan 
Keuangan sesuai dengan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah 

Persen 94,74 100,00 105,55 

1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

1.2.1. Persentase capaian nilai 
Reformasi Birokrasi pada 

Persen 93,00 100,00 107,53 83,15 85,70 103,07 
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Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah 
III 

1.2.2. Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang ditetapkan oleh 
Kepala BPS sebagai 
satuan kerja WBK  

Persen 17,34 38,15 120,00 

1.2.3. Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang ditetapkan oleh 
Kepala BPS sebagai 
satuan kerja WBBM  

Persen 1,73 4,05 120,00 

1.2.4. Persentase auditor di 
Inspektorat Wilayah III 
yang telah memenuhi 
standar sertifikasi diklat 
pengawasan sesuai 
jenjangnya 

Persen 40,54 94,74 120,00 

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 107,29 101,10 

Berdasarkan tabel 7, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat 

Wilayah III tahun 2022 sebesar 101,10 persen menurun dibanding rata-rata capaian 

indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 107,29 persen. Pada tahun 2022 

terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai yaitu “Persentase 

satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara 

dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dan “Tingkat penyelesaian 

tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan 

keuangan Inspektorat Wilayah III”. Untuk tahun 2021 juga terdapat terdapat 2 (dua) 

indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai yaitu “Tingkat penyelesaian tindak lanjut 

Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan 
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Inspektorat Wilayah III” dan “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang 

mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”. 

IKS 1.1.1  Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki 
penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga 
persen dari realisasi DIPA 

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis pertama ini diukur 

dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara 

dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan jumlah seluruh 

Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang diaudit dikalikan dengan 100 persen. Pada 

tahun 2022, target persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki 

penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi 

DIPA adalah 96,30 persen. Target auditan pada tahun 2022 adalah 27 satuan kerja 

BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan satuan/unit kerja tidak memiliki 

penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal 3 persen dari realisasi DIPA 

yang diaudit atau realisasi target adalah 25 satuan kerja atau 92,59 persen. Hal 

tersebut menunjukan capaian kinerja untuk IKS ini pada tahun 2022 sebesar 96,15 

persen. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai penyimpangan kerugian negara 

terdapat pada Lampiran laporan ini. 

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.1) 
Inspektorat  Wilayah III Tahun 2021 - 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.1 Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang memiliki 
penyimpangan kerugian 
negara dengan batas 
maksimal tiga persen dari 
realisasi DIPA  

Persen 95,83 100,00 104,35 96,30 92,59 96,15 
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Berdasarkan tabel 8, capaian kinerja indikator sasaran pertama dari sasaran 

strategis pertama tahun 2022 lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal 

ini dikarenakan tidak tercapainya target IKS ini tahun 2022 yang tersaji pada 

Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran ini tahun 2022 

terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain: 

1. Adanya kegiatan ad-hoc Regsosek dan adanya kebijakan penundaan

kegiatan field audit selain kegiatan pendampingan administrasi Regsosek,

pemantauan pengadaan barang dan jasa serta pencacahan Regsosek di

apartemen;

2. Dalam pelaksanaan desk audit, satker yang menjadi sampel auditan memiliki

banyak kegiatan lainnya, sehingga terkendala dalam pemenuhan permintaan

dokumen keuangan dan dokumen audit lainnya.

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala

tersebut adalah pelaksanaan desk audit dan untuk mempercepat pemenuhan 

dokumennya dilakukan dengan pengambilan dokumen desk audit pada aplikasi SPI 

online dan dashboard permindok BPK. Strategi pemecahan masalah yang akan 

dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun 

berikutnya adalah dengan meningkatkan peran konsultasi pada kegiatan Strategis 

melalui Auditor Mitra Satuan Kerja (AMS) serta mengefektifkan pelaksanaan audit 

dengan mengupayakan penambahan anggaran dan mengefektifkan desk audit. 

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat 
Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI 

Indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama ini diukur 

dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas laporan hasil 

pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK 

tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 

2022, target tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah 

III atas hasil pemeriksaan BPK RI adalah 80,11 persen. Jumlah rekomendasi LHP 

BPK yang harus ditindaklanjuti adalah 729 rekomendasi. Rekomendasi yang telah 

ditindaklanjuti dan telah sesuai  sampai dengan semester I tahun 2022 adalah 568 

rekomendasi dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 

adalah 19 rekomendasi. Jumlah keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti 
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adalah 587 rekomendasi atau sebesar 80,52 persen sehingga capaian kinerja 

menjadi sebesar 100,51 persen. 

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.2) Inspektorat  
Wilayah III Tahun 2021 - 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.2 Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah 
III atas hasil pemeriksaan 
BPK RI 

Persen 80,00 80,31 100,39 80,11 80,52 100,51 

Berdasarkan tabel 9, capaian kinerja indikator sasaran kedua dari 

sasaranstrategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 

2021. Adanya kerjasama tim dan komunikasi yang baik merupakan hal penting 

dalam peningkatan capaian indikator kinerja sasaran ini. Selain itu, untuk mencapai 

target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 terdapat kendala yang 

dihadapiyaitu adanya keterbatasan akses komunikasi dalam melakukan 

monitoringdetail dokumen penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh subjek 

matter maupun tim utama monitoring TL BPK.. Solusi yang dilakukan oleh 

Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah 

III memantau dashboard monitoring TL BPK sebagai sumber informasi utamanilai 

realisasi tingkat penyelesaian tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab Inspektorat 

Wilayah III atas hasil pemerikasaan BPK RI. Strategi pemecahan masalah yang akan 

dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun 

berikutnya adalah dengan cara meningkatkan koordinasi secara intensif dengan BPK 

maupun Subject Matter terkait dengan pembentukan tim monitoring Tindak Lanjut. 
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IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat 
Wilayah III 

Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur 

dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan 

keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan 

Keuangan Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, 

hasil audit pengelolaan keuangan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti di 

Wilayah III adalah sebanyak 212 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 233 

atau sebesar 90,99 persen. Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 95,90 

persen. Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh 

satuan/unit kerja terdapat pada Lampiran 4 dalam laporan ini. 

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.3) Inspektorat  
Wilayah III Tahun 2021 - 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.3 Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 95,00 89,18 93,87 94,88 90,99 95,90 

Berdasarkan tabel 10, capaian kinerja indikator sasaran ketiga dari sasaran 

strategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal 

ini dikarenakan adanya komunikasi yang rutin dengan auditan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi atas hasil audit. Kendala yang terjadi untuk merealisasikan target 

indikator indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 adalah adanya kegiatan ad 

hoc Regsosek sehingga satuan kerja yang diaudit kekurangan waktu dalam 

menindaklanjuti hasil temuan audit. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah 
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III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan 

dokumen tindak lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk 

mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah 

dengan melakukan monitoring berkala oleh tim khusus Monitoring Tindak Lanjut 

pada Inspektorat Wilayah III. Serta komunikasi yang lebih intensif dengan Satker 

untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut. 

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan 
nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) 

Indikator kinerja sasaran keempat dari sasaran strategis pertama ini diukur 

dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP 

berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah III yang dievaluasi 

dikalikan dengan 100 persen. Target evaluasi implementasi SAKIP dilakukan pada 

seluruh satuan/unit kerja BPS di wilayah III yaitu 183 satuan/unit kerja yang terdiri 

dari 12 satker BPS Provinsi, 161 satker BPS Kabupaten/Kota, 2 unit kerja BPS 

Eselon I, 7 unit kerja BPS Eselon II dan Pusdiklat. Untuk target persentase 

satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi 

SAKIP berkategori baik (minimal B) tahun 2022 adalah 77,60 persen atau sebanyak 

153 satuan/unit kerja. 

Realisasi evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan secara 

desk adalah 85,25 persen (156 satuan/unit kerja) sehingga capaian kinerja menjadi 

sebesar 109,85 persen. Jumlah satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang 

mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) 

sebanyak 156 satuan/unit kerja terdiri dari 12 satker BPS Provinsi dan 144 satker 

BPS Kabupaten/Kota. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai hasil evaluasi 

implementasi SAKIP terdapat pada Lampiran 6. 

31 
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Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.4) Inspektorat 
Wilayah III Tahun 2021 - 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.4 Persentase 
satuan/unit kerja BPS 
di wilayah III yang 
mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi 
SAKIP berkategori 
baik (minimal B) 

Persen 80,00 75,14 93,93 77,60 85,25 109,85 

Berdasarkan tabel 11, capaian kinerja indikator sasaran keempat dari sasaran 

strategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal 

ini dikarenakan adanya AMS yang melakukan monitoring permintaan dokumen 

memeriksa kelengkapan dan kesesuaian substansi dokumen pendukung evaluasi 

yang diminta sebelum dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Namun, untuk 

merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 terdapat 

beberapa kendala yang terjadi, antara lain: 

1. Kurangnya pemahaman satker terhadap implementasi SAKIP.

2. Adanya satker yang masih bernilai dibawah 60

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala

tersebut adalah melaksanakan kegiatan field evaluation dan pendampingan 

implementasi SAKIP. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk 

mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah terus 

melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi Auditor dalam evaluasi 

SAKIP.  Instrumen penilaian difasilitasi dengan dashboard agar bisa terpantau 

dengan maksimal. Memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

SAKIP dan konsultasi atas kesulitan yang dihadapi dalam penugasan SAKIP. 
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IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar 
Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III 

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua ini diukur 

dengan menghitung nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai 

Internal (TPI) atau Asesor dibagi dengan nilai maksimal pilar penguatan pengawasan 

tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen.  

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.2.1) Inspektorat 
Wilayah III Tahun 2021 - 2022 

Sasaran Strategis/ 
Indikator Kinerja Satuan 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

1.2.1. Persentase capaian nilai 
Reformasi Birokrasi 
pada pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung 
jawab Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 93,00 100,00 107,53 83,15 85,70 103,07 

Pada tahun 2022, target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada 

pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III adalah 83,15 

persen. Realisasi indikator kinerja sasaran ini adalah 85,70 persen sehingga capaian 

kinerja menjadi sebesar 103,07 persen. Berdasarkan tabel 12, capaian kinerja 

indikator sasaran pertama dari sasaran strategis kedua tahun 2022 lebih rendah 

dibanding capaian kinerja tahun 2021. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target 

indikator ini adalah kurang koordinasi antar tim penanggung jawab sub pilar 

penguatan pengawasan sehingga menghambat proses pengumpulan bukti dukung.. 

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut 

adalah melakukan monitoring capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan 

Pengawasan pada aplikasi dan turut serta dalam rapat pembahasan RB Inspektorat 

Utama  dan Rapat Evaluasi Progress Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat 

Utama 2022. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong 
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peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan 

mengintegrasikan kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, 

kemudian tertib administrasi dan arsip dalam setiap kegiatan serta memantau 

progres penugasan Zona Integritas dengan mendorong Satker untuk melakukan 

inovasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi pilar pengawasan. 

Rincian penilaian TPI untuk capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar 

Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 13. Penilaian Pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2022 

34 
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3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III 

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2018-2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Kinerja (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.1.Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian 
dan 
akuntabilitas 
kinerja 
aparatur BPS 

1.1.1 Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
yang memiliki 
penyimpangan 
kerugian negara 
dengan batas 
maksimal tiga 
persen dari
realisasi DIPA 

Persen 90,38 94,64 105,26 104,35 96,15 

1.1.2 Tingkat 
penyelesaian 
Tindak Lanjut 
tanggung jawab 
Inspektorat 
Wilayah III atas 
hasil pemeriksaan 
BPK RI 

Persen  53,33 100,39 100,51 

1.1.3 Tingkat 
penyelesaian 
Tindak Lanjut 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
atas hasil audit 
pengelolaan 
keuangan 
Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 95,00 96,00 100,00 93,87 95,90 

1.1.4 Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 

Persen 120,00 120,00 87,41 93,93 109,85 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Kinerja (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

yang mendapatkan 
nilai evaluasi 
implementasi 
SAKIP berkategori 
baik (minimal B) 

1.1.5 Persentase satuan 
kerja BPS di 
wilayah III yang 
telah menyusun 
Laporan Keuangan 
sesuai dengan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah 

Persen 100,00 100,00 105,26 105,55 

1.1.6 Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
yang ditetapkan 
oleh Kepala BPS 
sebagai satuan 
kerja WBK 

Persen 120,00 120,00 104,05 

1.1.7 Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
yang ditetapkan 
oleh Kepala BPS 
sebagai satuan 
kerja WBBM 

Persen N/A N/A 115,61 

1.2 Mewujudkan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

1.2.1. Persentase 
capaian nilai 
Reformasi Birokrasi 
pada pilar
Penguatan 
Pengawasan 
tanggung jawab 
Inspektorat 
Wilayah III 

Persen  104,78 107,53 103,07 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Kinerja (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.2.2. Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
yang ditetapkan 
oleh Kepala BPS 
sebagai satuan 
kerja WBK 

Persen  120,00 

1.2.3. Persentase 
satuan/unit kerja 
BPS di wilayah III 
yang ditetapkan 
oleh Kepala BPS 
sebagai satuan 
kerja WBBM 

Persen  120,00 

1.2.4. Persentase auditor 
di Inspektorat 
Wilayah III yang 
telah memenuhi 
standar sertifikasi 
diklat pengawasan 
sesuai jenjangnya 

Persen  101,01 120,00 

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 105,08 106,13 97,41 107,29 101,10 

Tabel 14 menunjukkan perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 

strategis periode 2018-2022. Mulai tahun 2020 terjadi perubahan Rencana Strategis 

mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan 

Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020-

2024, sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah 

III 2020-2024 mengalami perubahan dan penyesuaian nomenklatur, konsep dan 

definisi serta formula. Atas perubahan dan penyesuaian tersebut, beberapa indikator 

tidak dapat diperoleh data indikator kinerja dan nilai perbandingannya. 
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Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis selama periode tersebut 

selalu di atas 100 persen, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2022 rata-rata capaian 

indikator kinerja sasaran lebih dari 100 persen. Capaian ini menunjukkan Inspektorat 

Wilayah III selalu berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap 

awal tahun, meskipun terdapat 2 (dua) target indikator kinerja yang tidak tercapai 

sampai akhir tahun 2022 yaitu Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang 

memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari 

realisasi DIPA dengan capaian kinerja 96,15 persen dan Tingkat penyelesaian tindak 

lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan 

Inspektorat Wilayah III dengan capaian kinerja 95,90 persen. 

Gambar 8. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Periode 
2018-2022 dalam persen 
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3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 Terhadap Target 
Renstra 2020-2024 

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2022 

terhadap target pada Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 15. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Terhadap Target pada 
Renstra 2020-2024 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Kinerja 

Satuan 

2020 2021 2022 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Tujuan : 
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

Tingkat penyelesaian 
tindak lanjut 
satuan/unit kerja BPS 
di wilayah III atas 
hasil audit 
pengelolaan 
keuangan Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 95,00 95,00 100,00 95,00 89,18 93,87 94,
88 90,99 95,90 

SS1.1.   Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur 
BPS 

1.1.1. Persentase 
satuan/unit 
kerja BPS di 
wilayah III yang 
memiliki 
penyimpangan 
kerugian negara 
dengan batas 
maksimal tiga 
persen dari 
realisasi DIPA 

Persen 95,00 100,00 105,26 95,00 100,00 105,26 96,30 92,59 96,15 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Kinerja 

Satuan 

2020 2021 2022 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

1.1.2. Tingkat 
penyelesaian 
Tindak Lanjut 
tanggung jawab 
Inspektorat 
Wilayah III atas 
hasil 
pemeriksaan 
BPK RI 

Persen 75,00 40,00 53,33 80,00 80,31 100,39 80,11 80,52 100,51 

1.1.3. Tingkat 
penyelesaian 
Tindak Lanjut 
satuan/unit 
kerja BPS di 
wilayah III atas 
hasil audit 
pengelolaan 
keuangan 
Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 95,00 95,00 100,00 95,00 89,18 93,87 94,88 90,99 95,90 

1.1.4. Persentase 
satuan/unit 
kerja BPS di 
wilayah III yang 
mendapatkan 
nilai evaluasi 
implementasi 
SAKIP 
berkategori baik 
(minimal B) 

Persen 75,00 65,56 87,41 80,00 75,14 93,93 77,60 85,25 109,85 



2022 

41 

Laporan Kinerja  
Inspektorat Wilayah III  

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator 

Kinerja 

Satuan 

2020 2021 2022 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

Target R
enstra 

R
ealisasi 

C
apaian K

inerja 
(%

) 

SS1.2.   Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

1.2.1. Persentase 
capaian nilai 
Reformasi 
Birokrasi pada 
pilar 
Penguatan 
Pengawasan 
tanggung 
jawab 
Inspektorat 
Wilayah III 

Persen 90,00 94,30 104,78 93,00 100,00 107,53 83,15 85,70 103,07 

Rata-Rata Capaian Indikator 
Kinerja Sasaran 

90,16 100,20 101,10 

Salah satu hal yang perlu dipantau lainnya dalam pengukuran kinerja adalah 

perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. 

Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan 

besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai 

dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Inspektorat Wilayah III telah melakukan 

perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2024 

yang tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 16. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Akhir 
Renstra 2020-2024 

Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 

2021 2022 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Tujuan : 
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

Tingkat penyelesaian tindak 
lanjut satuan/unit kerja BPS 
di wilayah III atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 96,22 89,18 92,68 90,99 94,56 

SS1.1.   Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 

1.1.1.Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang memiliki 
penyimpangan kerugian 
negara dengan batas 
maksimal tiga persen dari 
realisasi DIPA 

Persen 97,06 100,00 103,03 92,59 95,40 

1.1.2. Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah 
III atas hasil pemeriksaan 
BPK RI 

Persen 80,30 80,31 100,01 80,52 100,28 

1.1.3. Tingkat penyelesaian 
Tindak Lanjut satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 96,22 89,18 92,68 90,99 94,56 

1.1.4. Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi 

Persen 81,97 75,14 91,67 85,25 104,00 
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Tujuan/Sasaran 
Strategis/Indikator Kinerja Satuan 

Target 
Akhir 

Renstra 

2021 2022 

Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

SAKIP berkategori baik 
(minimal B) 

SS1.2.   Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel 

1.2.2. Persentase capaian 
nilai Reformasi Birokrasi 
pada pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung 
jawab Inspektorat Wilayah 
III 

Persen 85,58 100,00 116,85 85,70 100,14 

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan 92,68 94,56 

Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran 100,85 98,87 

Berdasarkan tabel 16, realisasi indikator kinerja tujuan Inspektorat Wilayah III 

tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 

94,56 persen. Rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2022 dibandingkan 

dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 98,87 persen. Dari 5 (lima) 

indikator kinerja sasaran, terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai target akhir 

Renstra 2020-2024 yaitu Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang 

memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari 

realisasi DIPA, dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di 

wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III. 
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Gambar 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 
2020-2024 

Penjelasan terkait capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 terhadap 

target akhir Renstra 2020-2024 sebagai berikut: 

IKS 1.1.1  Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki 
penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga 
persen dari realisasi DIPA 

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 97,06 

persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 92,59 

persen atau mendekati target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 95,40 

persen. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan agar tercapai 

target akhir Renstra yang sudah ditentukan.  

Beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini, antara lain: 

1. Adanya kegiatan ad hoc Regsosek dan adanya kebijakan penundaan kegiatan

field audit dengan fokus pada pendampingan administrasi Regsosek dan

pencacahan apartemen.

2. Dalam pelaksanaan desk audit, satker yang menjadi sampel auditan memiliki

banyak kegiatan lainnya, sehingga terkendala dalam pemenuhan permintaan

dokumen keuangan dan dokumen audit lainnya.
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Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah pelaksanaan desk audit dan untuk mempercepat pemenuhan 

dokumennya dilakukan dengan pengambilan sebagian dokumen desk audit 

pada aplikasi SPI online dan dashboard monitoring permindok BPK. Selain itu 

juga diintensifkan pemantauan pengadaan barang dan jasa secara desk. 

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat 
Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI 

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 80,30 

persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 80,52 persen 

atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 100,28 persen. 

Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai 

tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Kendala yang terjadi dalam 

mencapai realisasi IKS ini yaitu realisasi kinerja dari kegiatan penyelesaian tindak 

lanjut hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan dashboard monitoring TL BPK yang 

dibangun oleh Inspektorat Wilayah II. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah 

III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah III mendorong 

Satker melakukan tindak lanjut dan memantau dashboard monitoring TL BPK. 

IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di 
wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat 
Wilayah III 

 Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 96,22 

persen. Berdasarkan tabel 18, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 90,99 persen 

atau mendekati target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 94,56 persen. 

Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan agar tercapai target akhir 

Renstra yang sudah ditentukan. Beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai 

realisasi IKS ini yaitu adanya kegiatan ad hoc Regsosek sehingga satker yang diaudit 

kekurangan waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Solusi yang dilakukan 

oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan 

koordinasi permintaan dokumen tindak lanjut. 

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan 
nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) 

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 81,97 

persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 85,25 persen 
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atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 104,00 persen. 

Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai 

tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Beberapa kendala yang terjadi 

dalam mencapai realisasi IKS ini antara lain: 

1. Kurangnya pemahaman satker terhadap implementasi SAKIP.

2. Adanya satker yang masih bernilai dibawah 60

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala

tersebut adalah melaksanakan kegiatan field evaluation dan pendampingan 

implementasi SAKIP secara lebih intensif. 

IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar 
Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III 

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 85,58 

persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 85,70 persen 

atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 100,14 persen. 

Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai 

tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Kendala yang dihadapi dalam 

mencapai target indikator ini adalah kurangnya koordinasi antar tim penanggung 

jawab sub pilar penguatan pengawasan sehingga menghambat proses 

pengumpulan bukti dukung. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk 

mengatasi kendala tersebut adalah melakukan monitoring capaian nilai Reformasi 

Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada aplikas dan turut serta dalam 

rapat pembahasan RB Inspektorat Utama dan Rapat Evaluasi Progress 

Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat Utama 2022. 
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3.4 Kegiatan Tahun 2022 
Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 

2022, antara lain : 

1. Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah

audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit

aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pemeriksaan kinerja

dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah

diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya

secara efektif.

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III melaksanakan audit kinerja  baik

secara desk atau field total sebanyak 15 satker dengan 2 satker yang tidak bisa

terlaksana.

2. Reviu dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022, reviu dan pemantauan Barang dan Jasa dilaksanakan secara

desk dan field. Kegiatan reviu dan pemantauan Barang  dan Jasa pada Provinsi

Kalimantan Utara dan Kota Serang dilakukan secara field, sisanya dari 10 satker

yang diusulkan, reviu dan pemantauan pengadaan Barang dan Jasa

dilaksanakan secara desk.

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III melaksanakan audit kinerja  baik

secara desk atau field total sebanyak 10 satker antara lain; BPS Provinsi

Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Boyolali, BPS Kabupaten Pekalongan, BPS

Kabupaten Temanggung, BPS Kabupaten Demak, BPS Kota Palu, BPS Kota

Serang, BPS Kabupaten Mukomuko, BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS

Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Utama sesuai dengan pembagian wilayah pengawasan masing-

masing.

Reviu atas Laporan Keuangan merupakan penelaahan atas penyelenggaraan

akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Satker oleh inspektorat utama yang

diharapkan membantu kepala satker untuk menghasilkan Laporan Keuangan
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yang berkualitas. Standar Reviu, adalah prasyarat yang diperlukan oleh Auditor 

Inspektorat Utama untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu 

atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 

Tujuan reviu Laporan Keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas 

atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan. Total realisasi satker yang di reviu oleh Inspektorat Wilayah 

III selama tahun 2022 adalah 86  Laporan Keuangan. 

4. Pendampingan Pemeriksaan BPK 

Pendampingan Pemeriksaan BPK merupakan kegiatan Satuan Pengawas 

Internal (SPI) yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan 

auditor eksternal (KAP, Itjen, BPK) terhadap data atau dokumen pendukung 

dalam melakukan audit. 

Adapun tujuan pendampingan Tim BPK yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Wilayah III antara lain:  

1) memberikan asistensi/pendampingan pemenuhan data dan informasi yang 

diminta oleh BPK-RI, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh Tim 

BPK-RI; 

2) mendapatkan kesamaan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan Tim 

BPK-RI; 

3) memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, 

dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada Tim BPK-RI. 

Pendampingan pemeriksaan BPK pada tahun 2022 dilaksanakan pada 

satker BPS Provinsi Banten dan BPS Provinsi Jawa Tengah.  

5. Monitoring Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi LHA 

Tindak Lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang 

dilakukan oleh pimpinan satker yang diperiksa dan/atau pihak lain yang 

kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh 

Inspektorat Utama.  Tujuan monitoring TL itu sendiri adalah agar pelaksanaan 

hasil rekomendasi bisa dilaksanakan oleh Satker yang telah di Audit. 

Monitoring Tindak Lanjut  rekomendasi LHA pada tahun 2022, masih 

dilaksanakan secara manual.  Ketua Tim dan Dalnis saling melakukan 

koordinasi dan berkomunikasi kepada satker menggunakan pesan atau telepon.  
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Beberapa satker yang masih terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti 

antara lain BPS Kabupaten Demak, BPS Kota Tangerang Selatan, BPS Kota 

Palu, BPS Kabupaten Pulang Pisau. 

6. Pendampingan Implementasi SAKIP 

Proses pendampingan Implementasi SAKIP pada satuan kerja/unit kerja di 

lingkungan Inspektorat Wilayah III dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP. 

Proses pendampingan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu asistensi 

penyusunan LAKIN, verifikasi dokumen evaluasi SAKIP, dan asistensi tindak 

lanjut hasil evaluasi SAKIP pada unit kerja dan satuan kerja BPS Provinsi dan 

BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Inspektorat Wilayah III sesuai dengan 

Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Perintah Inspektur Utama 

Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022. Dalam proses pendampingan tersebut, 

tim-tim yang terbagi menjelaskan apa saja yang harus tertuang dalam LAKIN 

dan poin-poin apa saja yang masuk dalam penilaian SAKIP. Pelaksanaan 

kegiatan ini juga diperuntukan untuk menunjang indikator kinerja sasaran 

“Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai 

evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”. 

7. Manajemen Risiko 

Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat 

Wilayah III berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-

001/08000/PW.110/01/2022 antara lain: 

1) Manajemen Risiko Instansi 

Tujuan utama dari Manajemen Risiko Instansi adalah untuk membangun  

budaya sadar risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik. Untuk itu tim 

Manajemen Risiko Instansi menyusun Peraturan Kepala dan Buku 

Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS. Dalam Peraturan Kepala 

yang disusun tersebut, memuat hal-hal antara lain infrastruktur Manajemen 

Risiko dan proses Manajemen Risiko di lingkungan BPS. Peraturan 

tersebut telah selesai disusun dan selanjutnya menunggu ditandatangani 

oleh Kepala BPS RI. Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS 

diharapkan bisa menjadi acuan dalam memahami Manajemen Risiko itu 

sendiri dan penerapannya secara faktual di dalam Organisasi.  
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Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Badan Pusat 

Statistik yaitu Manajemen Risiko SP2020, Manajemen Risiko SP2020-LF 

dan Manajemen Risiko Regsosek. Penerapan Manajemen Risiko yang 

dilaksanakan masih bersifat kegiatan dan belum menyentuh seluruh tujuan 

organisasi. Sebagai bentuk peran Konsultansi dalam mendukung 

pencapaian seluruh tujuan organisasi Inspektorat Wilayah III pada Tahun 

2022 melakukan upaya fasilitasi penyusunan rancangan kebijakan 

Manajemen Risiko Instansi berbentuk Peraturan kepala dan pedoman 

teknis penerapan Manajemen Risiko Instansi. Dalam mendukung 

pelaksanaan Manajemen Risiko Instansi Inspektorat Wilayah III telah 

melakukan studi banding dan workshop dengan beberapa kementrian 

Lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  Inspektorat Wilayah III 

bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS  mengadakan 

telah workshop Manajemen Risiko Pimpinan yang diikuti seluruh Eselon II 

BPS.   Upaya lain dalam mendukung  pelaksanaan Manajemen Risiko 

Instansi adalah Pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai BPS yang 

dilakukan baik secara daring maupun luring. 

 

Gambar 10. Sosialisasi Perka Manajemen Risiko dan Pedoman MR BPS secara daring 
dihadiri oleh Inspektur Utama BPS 
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2) Manajemen Risiko Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 

Sebagai upaya memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan 

Statistik BPS melakukan penerapan Manajemen Risiko. Pada tahun 2022 

BPS menyelenggarakan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). 

Kegiatan tersebut merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial 

ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. 

Data tersebut akan digunakan dalam program perlindungan sosial yang 

mencakup data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk 

perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Manajemen Risiko 

Kegiatan Regsosek dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan tim 

pelaksana kegiatan Regsosek di Badan Pusat Statistik baik di tingkat 

Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Inspektorat wilayah III menjadi 

bagian dari tim pelaksana kegiatan Pendataan Awal Regsosek Tahun 

Anggaran 2022 pada bidang Pengawasan Manajemen Risiko Regsosek 

sesuai Surat Keputusan Kepala BPS nomor 596 tahun 2022 Tentang Tim 

Pelaksana Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 

Anggaran 2022. Inspektorat Wilayah III menyusun instrumen manual 

pengelolaan MR Regsosek serta membangun apliasi berbasis website 

dengan platform Google AppSheet untuk memudahkan satuan kerja BPS 

dalam melakukan pengelolaan MR kegiatan Regsosek. 

Gambar 11. Ujicoba aplikasi MR Regsosek pada BPS Provinsi Banten oleh 

tim Inspektorat Wilayah III 
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8. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi 

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-

001/08000/PW.110/01/2022, bertanggungjawab dalam kegiatan penilaian 

mandiri maturitas SPIP terintegrasi. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2021 

dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian tahun 2021 masih 

menggunakan excel secara manual dengan objek penilaian mandiri maturitas 

SPIP terintegrasi sebanyak 57 unit/satuan kerja yang terdiri Inspektorat Utama, 

20 unit kerja eselon II Pusat, 34 satuan kerja eselon II Provinsi dan 2 satuan 

kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). Pada penilaian mandiri 

maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021, tidak dilakukan evaluasi menyeluruh 

oleh BPKP. BPKP hanya melakukan evaluasi pendahuluan dan tidak 

menerbitkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi di 

BPS. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan dalam proses penilaian 

mandiri maturitas SPIP terintegrasi yaitu adanya dashboard PM SPIP yang 

digunakan untuk proses penilaian mandiri seluruh objek PM secara online. 

Objek penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2022 sebanyak 43 

unit/satuan kerja yang terdiri 7 unit kerja eselon I Pusat, 34 satuan kerja eselon 

II Provinsi dan 2 satuan kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). 

Dengan adanya dashboard ini proses penilaian menjadi lebih mudah dan dapat 

di monitoring secara real time. 

 

Gambar 12. Dashboard Petunjuk Ringkas SPIP 2022 



2022  

 53 

Laporan Kinerja  
Inspektorat Wilayah III  

9. Peningkatan Kapabilitas APIP 

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-

001/08000/PW.110/01/2022, bertanggungjawab dalam kegiatan peningkatan 

kapabilitas APIP. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2014 dengan mengacu pada 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem 

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 

Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang kemudian 

diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian BPKP tahun 2017 yang 

menghasilkan nilai Level 2 Penuh. kemudian untuk penilaian BPKP tahun 2018 

menghasilkan nilai Level 3 dengan catatan. Pada tahun 2022 terdapat 

perubahan penilaian kapabilitas APIP dikarenakan perubahan peraturan yang 

berlaku, sehingga hasil penilaian BPKP tahun 2022 berada pada Level 3 dengan 

skor 3,15. 

10. Pengelolaan Pengaduan dan Whistle Blowing System 

Sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

government governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) 

BPS terus berupaya membangun profil dan perilaku aparaturnya dalam 

memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun demikian, tidak tertutup 

kemungkinan ada SDM di lingkungan BPS yang melakukan pelanggaran 

sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Pelanggaran-pelanggaran 

tersebut disalurkan dan dikelola melalui sebuah sistem layanan pengaduan dan 

whistleblowing. Layanan Pengaduan dan Whistle-Blowing System - Badan 

Pusat Statistik (WBS-BPS) merupakan sistem yang dikelola oleh Inspektorat 

Utama BPS. Sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Inspektur Utama 

(Super Irtama) BPS Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, Inspektorat Wilayah 

III menjadi koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan Pengaduan dan 

Whistleblowing System (WBS) di BPS. Saluran yang dapat digunakan oleh 

masyarakat maupun pihak internal dalam menyampaikan pengaduan antara 

lain : website  http://webapps.bps.go.id/pengaduan, SMS/WA 0811-1950-0500, 

dan Surat. Dengan adanya sistem ini, pihak internal maupun eksternal BPS 
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mempunyai wadah untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran 

yang terjadi di lingkungan BPS. 

 

Gambar 13.  Tampilan website http://webapps.bps.go.id/pengaduan 

11. Pembangunan Zona Integritas/Pembinaan WBK/WBBM 

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-

001/08000/PW.110/01/2022, Inspektorat Wilayah III bertanggung jawab dalam 

kegiatan Pembangunan Zona Integritas/Pembinaan Wilayah Bebas dari 

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Tahun 2022 penilaian atas 

Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan BPS 

baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Instansi Pemerintah. Penilaian atas pembangunan Zona Integritas (ZI) 

mencakup 2 (dua) komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Area pengungkit 

terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Tahun 2022 terdapat 

peningkatan dalam proses evaluasi Pembangunan ZI dengan menggunakan 

Dashboard Evaluasi ZI untuk proses penilaian seluruh satker. BPS telah 

melakukan penilaian berjenjang dimana satker BPS Kabupaten/Kota yang telah 

melakukan self assessment dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 

sebelum di upload pada dasboard ZI, telah dilakukan evaluasi pendahuluan oleh 

BPS Provinsi. Sedangkan untuk LKE self assessment BPS Provinsi langsung 
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diupload pada Dashboard ZI yang kemudian dilakukan desk evaluasi oleh Tim 

Penilai Internal (TPI) sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 257 Tahun 

2022. Penilaian satker yang dilakukan evaluasi secara desk evaluation oleh TPI 

sebanyak 236 satker, dengan alur pelaksanaan penilaian sebagai berikut:  

1. Penilaian tahap I; 
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Satker; 
3. Penilaian Tahap II; 
4. Rapat Pleno; 
5. Wawancara. 

Berdasarkan hasil evaluasi TPI yang diusulkan ke Kemenpan dan RB sebanyak 

20 satker yang terdiri dari 13 satker WBK dan 7 satker WBBM. Hasil evaluasi 

Tim Penilai Nasional (TPN) dinobatkan 6 satker meraih berpredikat WBK. 

Gambar 14.  Pembahasan Isu Strategis dan Sharing Session 20 Satker nominasi 
WBK/WBBM Tahun 2022 secara daring. 

12. MonitoringLHKPN/LHKASN 

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-

001/08000/PW.110/01/2022, bertanggung jawab dalam melakukan monitoring 

LHKPN/LHKASN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan 

penyelenggara negara/ASN di lingkungan BPS dalam menyampaikan laporan harta 

kekayaannya dan memfasilitasi Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan 

BPS dalam pelaksanaan tugasnya. Cakupan kegiatan ini adalah seluruh pegawai ASN 

di lingkungan BPS. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperuntukan untuk menunjang dan 

menjadi salah satu indikator tercapainya target Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III 

berupa Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan 

tanggung jawab Inspektorat Wilayah III. 
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13.  Pengembangan aplikasi Halo Inspektorat 

Halo Inspektorat adalah 

layanan resmi Inspektorat 

Utama BPS dalam 

melayani konsultasi atas 

pertanyaan dan 

menyediakan informasi 

umum (QnA) yang 

dikembangkan oleh 

Inspektorat Wilayah III sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor 

B-001/08000/PW.110/01/2022. Pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan 

internalisasi layanan konsultasi Halo Inspektorat secara daring dan dihadiri oleh 

Inspektur Utama BPS Drs.Akhmad Jaelani, M.Si. 

Halo Inspektorat dapat diakses melalui laman https://haloinspektorat.bps.go.id. 

Informasi yang tersaji pada Halo Inspektorat antara lain terkait SPJ keuangan, 

anggaran, pengadaan barang dan jas, laporan keuangan, implementasi SAKIP, 

pembangunan Zona Integritas, SPIP, Manajemen Risiko, kerja sama, dan lain-

lain sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Halo Inspektorat bertujuan 

mengoptimalkan peran APIP sebagai quality assurance and consulting dalam 

rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPS.  

     

Gambar 15.  Tampilan website http://haloinspektorat.bps.go.id 
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3.5 Prestasi Tahun 2022 

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III   berkontribusi secara aktif dalam 

mendukung pencapaian prestasi BPS tahun 2021-2022 antara lain pencapaian opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia atas Laporan Keuangan tahun 2021; peningkatan Indeks RB BPS Tahun 

2020 dari 78,02 menjadi 78,72 pada tahun 2021 dengan kategori “BB”, peningkatan  

nilai akuntabilitas kinerja dari 75,90 menjadi 77,02 atau predikat “BB” atas Sistem 

Akuntabilitas Kinerja BPS; dan nilai Internal Audit Capability Model (IACM) 

Inspektorat Utama BPS yang mencapai Level 3 (integrated) dengan skor 3,15 serta 

mendukung pencapaian 6 (enam) satker berpredikat WBK dari Kemenpan RB.  

Kemudian pada tahun 2022, penyelenggaraan SPIP terintegrasi  BPS yang 

diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah III dan di nilai oleh BPKP, memperoleh 

level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,787 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) 

sebesar 3,731 serta skor IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) sebesar 

3,000. Di samping itu dalam penerapan Whistleblowingsystem (WBS) , Inspektorat 

Wilayah III mendukung pencapaian BPS dalam tiga besar instansi Informatif dari 

Komisi Informasi Pusat (KIP). Tim Inspektorat Wilayah III juga berhasil menjadi 

peserta terbaik Appsheet Hackathlon dalam AppSheet Open day in Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Google Indonesia pada Agustus 2022. 

 

Gambar 16.  Tim Inspektorat Wilayah III meraih Juara I dalam Appsheet Hackathlon di 
Goggle Indonesia 
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3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat 

Wilayah III didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan 

yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah III telah didasarkan pada 

Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 dan telah disusun secara 

realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam 

pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 

Gambar 17.  Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III  
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Pagu awal tahun 2022 yang diberikan ke Inspektorat Wilayah III untuk 

menjalankan fungsinya pada Program Dukungan Manajemen BPS adalah sebesar 

Rp1.252.486.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022, pagu anggaran 

Inspektorat Wilayah III sebesar Rp983.558.000,00. Hal ini dikarenakan adanya 

selfblocking sebesar Rp268.928.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III 

tahun 2022 sebesar Rp970.686.022,00 atau sebesar 98,69 persen. 

Tabel 17. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022  
Menurut Sasaran dan Program 

Sasaran 
Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Program Pagu (Rp) Realisasi 

(Rp) 
Realisasi 
Anggaran 

(%) 

SS1.1.   Meningkatnya efektivitas 
pengendalian dan akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

BPS 

686.138.000 680.425.568 99,17 

1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS 
di wilayah III yang memiliki 
penyimpangan kerugian negara 
dengan batas maksimal tiga persen 
dari realisasi DIPA 

Program 
Dukungan 

Manajemen 
BPS 

 
 

517.787.000 512.075.777 98,90 

1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut 
tanggung jawab Inspektorat 
Wilayah III atas hasil pemeriksaan 
BPK RI 

1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut 
satuan/unit kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit pengelolaan 
keuangan Inspektorat Wilayah III 

1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS 
di wilayah III yang mendapatkan 
nilai evaluasi implementasi SAKIP 
berkategori baik (minimal B) 

Program 
Dukungan 

Manajemen 
BPS 

168.351.000 168.349.791 100,00 

SS1.2.   Mewujudkan birokrasi yang 
bersih dan akuntabel 

Program 
Dukungan 
Manajemen 

BPS 

297.420.000 290.260.454 97,59 

1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi 
Birokrasi pada pilar Penguatan 
Pengawasan tanggung jawab 
Inspektorat Wilayah III 

Program 
Dukungan 

Manajemen 
BPS 

297.420.000 290.260.454 97,59 
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Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III menurut kegiatan yang dilakukan 

di Inspektorat Wilayah III secara rata-rata hampir di atas 90 persen dari pagu 

anggaran yang dialokasikan. Penyerapan anggaran dari keempat kegiatan tersebut 

yang paling besar adalah untuk kegiatan audit. Rincian penyerapan anggaran per 

kegiatan di Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 18. Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat 
Wilayah III TA 2022 Berdasarkan Kegiatan 

No. Uraian Anggaran 
(Rp) 

Realisasi Anggaran Sisa 
Anggaran 

(Rp) Total (%) 

1 Kegiatan Audit 517.787.000 512.075.777 98,90 5.711.223 

2 Kegiatan Evaluasi 168.351.000 168.349.791 100,00 1.209 

3 Kegiatan Diklat 297.420.000 290.260.454 97,59 7.159.546 

JUMLAH 983.558.000 970.686.022 98,69 12.871.978 

 
  

“Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran 
Inspektorat Wilayah III telah menggunakan rasio 
kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
kegiatan” 

60 
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3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat 

Wilayah III dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu 

input tertentu. Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran 

Inspektorat Wilayah III terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah 

efisien. Hal tersebut tercermin dari output yang dapat dicapai dengan anggaran yang 

tersedia. Berdasarkan tabel 19, tingkat efisiensi sasaran strategis pertama 

“Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” 

sebesar 1,43 persen untuk mencapai kinerja sasaran 100,60 persen dan sasaran 

strategis kedua “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” adalah sebesar 

5,31 persen untuk mencapai kinerja sasaran sebesar 103,07 persen. 

Tabel 19. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 

Tujuan/ Sasaran Program 
Capaian 
Kinerja 

(%) 

Pagu TA 
2021 
(Rp) 

Realisasi 
TA 2021 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(%) 

Efisiensi 
(%) 

SS1.1. 
Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian dan 
akuntabilitas kinerja 
aparatur BPS 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
BPS  

100,60 686.138.000 680.425.568 99,17 1,43 

SS1.2. Mewujudkan 
Birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Program 
Dukungan 
Manajemen 
BPS   

103,07 297.420.000 290.260.454 97,59 5,31 

 

  
“Dari sudut pandang efektivitas, kinerja 

pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah III 
terhadap penggunaan sumber daya dapat 

dikategorikan telah efisien” 
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Efisiensi juga terlihat pada kegiatan audit, pada tahun 2022 kegiatan audit 

dilakukan pada 25 satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp512.075.777,00 lebih efisien dibanding tahun sebelumnya kegiatan audit 

dilaksanakan pada 13 satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit kerja dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp690.149.062,00. Upaya efisiensi yang sudah 

dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III adalah: 

1) Pelaksanaan beberapa kegiatan seperti audit pengelolaan keuangan negara, 

reviu Laporan Keuangan, evaluasi implementasi SAKIP, dan evaluasi ZI 

dilakukan secara desk evaluation/audit melalui teknologi informasi yang tersedia. 

Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas; 

2) Penggunaan media online dalam pelaksanaan rapat, diklat, sosialisasi; 

3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan; 

4) Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat Wilayah III dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, antara lain: 

a. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai 

serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu 

orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, Laptop dan lampu 

bila sudah tidak digunakan 

b. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara menggunakan soft 

file dokumen yang akan dilakukan audit/reviu/evaluasi dan penggunaan 

kertas bekas untuk konsep surat/laporan; 

c. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” 

saat melakukan pencetakan dokumen untuk menghemat tinta printer. 
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4.1. Tinjauan Umum 

Inspektorat Wilayah III senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi 

berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III. Secara 

keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III 

tahun 2022 telah tercapai, dengan capaian indikator kinerja tujuan sebesar 95,90 

persen dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 101,10 persen.  

Kegatan ad hoc Regsosek mempengaruhi kinerja Inspektorat Wilayah III 

namun secara umum kinerja tetap terjaga. 

4.2. Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang yaitu 

meningkatkan koordinasi dan pemantauan yang lebih intensif kepada satker yang 

belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Wilayah III, melakukan 

koordinasi kepada unit kerja BPS atas hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan 

pembinaan implementasi SAKIP untuk satuan/unit kerja yang belum memperoleh 

nilai B. 

Di samping itu juga akan diintensifkan pemantauan dan pembinaan 

pembangunan Zona Integritas dengan memantau capaian atau progres 

menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. 
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Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS 

 

 

Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat 
Statistik 
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 
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Lampiran 3. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 

Sasaran Indikator Satuan Periode Target Realisasi Capaian 
Kinerja (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian dan 
akuntabilitas 
kinerja aparatur 
BPS 

Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang memiliki 
penyimpangan kerugian 
negara dengan batas 
maksimal tiga persen 
dari realisasi DIPA 

Persen 

TW I 11,11 11,11 100,01 

TW II 25,93 25,93 99,98 

TW III 37,04 37,04 99,99 

TW IV 96,30 92,59 96,15 

Tingkat penyelesaian 
tindak lanjut tanggung 
jawab Inspektorat 
Wilayah III atas hasil 
pemeriksaan BPK RI 

Persen 

TW I 0,00 0,00 0,00 

TW II 0,00 0,00 0,00 

TW III 80,11 80,52 100,51 

TW IV 80,11 80,52 100,51 

Tingkat penyelesaian 
tindak lanjut satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
atas hasil audit 
pengelolaan keuangan 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 

TW I 17,72 17,32 97,74 

TW II 36,61 33,46 91,40 

TW III 43,70 44,88 102,70 

TW IV 94,88 90,99 95,90 

Persentase satuan/unit 
kerja BPS di wilayah III 
yang mendapatkan nilai 
evaluasi implementasi 
SAKIP berkategori baik 
(minimal B) 

Persen 

TW I 0,00 0,00 0,00 

TW II 0,00 0,00 0,00 

TW III 0,00 0,00 0,00 

TW IV 77,60 85,25 109,85 

Mewujudkan 
birokrasi yang 
bersih dan 
akuntabel 

Persentase capaian nilai 
Reformasi Birokrasi pada 
pilar Penguatan 
Pengawasan 
tanggungjawab 
Inspektorat Wilayah III 

Persen 

TW I 0,00 0,00 0,00 

TW II 0,00 0,00 0,00 

TW III 83,15 85,70 103,07 

TW IV 83,15 85,70 103,07 
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Lampiran 4. Daftar Satker yang di Audit dan di Tindaklanjuti pada Inspektorat 
Wilayah III Tahun 2022 

No 
Satuan/ Unit 
Kerja yang 

diaudit 

Hasil Audit Pengelolaan Keuangan 
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1 BPS Kab Rote 
Ndao 4.716.792.277 5.655.661 0,12% 15 15 0 100% 

2 BPS Kab 
Nagekeo 3.909.173.589 7.514.013 0,19% 11 11 0 100% 

3 BPS Kab Paser 4.387.774.232 2.691.288 0,06% 19 19 0 100% 

4 BPS Kab Pati 7.583.452.470 356.860 0,00% 9 9 0 100% 

5 BPS Kab Kudus 5.533.747.558 5.307.142 0.10% 14 14 0 100% 

6 BPS Kab Demak 6.639.642.131 166.000 0,00% 11 9 2 81,82% 

7 BPS Kab 
Temanggung 7.610.389.073 457.650 0,01% 14 14 0 100% 

8 BPS Kab Pidie 
Jaya 2.475.252.120 7.790.000 0,31% 8 8 0 100% 

9 BPS Kota Jambi 5.623.605.941 1.409.800 0,03% 12 12 0 100% 

10 BPS Kab Berau 4.367.037.795 325.000 0,01% 9 9 0 100% 

11 BPS Provinsi 
Kalimantan Utara 5.704.119.136 0 0,00% 6 6 0 100% 

12 BPS Kab 
Pekalongan 325.850.143 0 0,00% 6 6 0 100% 

13 BPS Kota Palu 1.690.070.309 0 0,00% 4 3 1 100% 

14 BPS Kota Serang 14.530.519.916 0 0,00% 7 7 0 100% 

15 BPS Kab 
Mukomuko 4.976.167.647 0 0,00% 5 5 0 100% 
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No 
Satuan/ Unit 
Kerja yang 

diaudit 

Hasil Audit Pengelolaan Keuangan 
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16 BPS Kab Pulang 
Pisau 4.367.037.795 0 0,00% 7 7 0 100% 

17 
BPS Kab 
Bengkulu 
Tengah 

450.000.000 0 0,00% 1 1 0 100% 

18 BPS Kab 
Boyolali 403.537.000 0 0,00% 5 5 0 100% 

19 
BPS Kota 

Tangerang 
Selatan 

13.148.498.806 95.700 0,00% 19 15 4 100% 

20 BPS Kab 
Pekalongan-2 3.258.540.413 0 0,00% 3 3 0 100% 

21 BPS Kab 
Temanggung-2 376.180.360 0 0,00% 16 16 0 100% 

22 BPS Kab Pulang 
Pisau-2 4.103.716.177 0 0,00% 0 0 0 0% 

23 BPS Kab 
Mukomuko-2 143.133.749 0 0,00% 8 8 0 100% 

24 
BPS Provinsi 
Kalimantan 

Utara-2 
13.744.435.311 0 0,00% 6 6 0 100% 

25 BPS Kab Maluku 
Barat Daya 4.147.580.986 148.000 0,00% 4 4 0 100% 
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Lampiran 5. Pemantauan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 
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Lampiran 7. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan 
Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal 
Tahun 2022 

 

 

 



  




